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PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR L9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2OO8
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATT WAKATOEIT,'

bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala
daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah
dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

bahwa Pasal 3 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum cukup
memberikan pedoman yang nrenyeluruh bagi penyusunan dan
pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani
seluruh urusan pemerintaha:r, sehingga perlu diubah dan dibentuk
dengan Peraturan Daerah yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wakatobi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran lrlegara Republik lndonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengarr Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4339);

Mengingat : 1.

c.

d,

2.

3.



tr^

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan, (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa @li yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Ferubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndoneeia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor aa38);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19E8 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
$ipil (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4?_63):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tenlang UrUsan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah clan Sekretariat
Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatotri Tahun 2008 Nomor 4);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan l<ebijakan pemerintahan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan turgas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;

Pembinaan administrasi dan aparatur pernerintahan
daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah.

(5) Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten.

(6) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
Staf Ahli.

(7) Staf Ahli sebagaimana dimakksud pada ayat (6) yaitu :

a. Staf ahli bidang Hukum dan Politik;

b. Staf ahli bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM;
dan

c. Staf ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

d.



(8) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daeratl dari
Pegawai Negeri $ipil.

(g) 1-ugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah
diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

{10} Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara admlnistratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah. sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Fasal 4

(1) Staf ahrli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas
mernberikan telaahan menEenai Hr.rl<um dan Politik.

(2) Staf ahli biclang Pernerintahan, Kemasyarakatan dan SDM
memplJnyai tugas rnemberikan telaahan mengenai
Pemerintahan, Kernasyarakatan dan SDM.

(3) Staf ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
mempunyai tugas rnenitrerikan telaahan mengenai
Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya mernerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi.

Ditetapkan di Wengi - Wangi
pada tanggat z1-11- zo14

BUPATI IryAKATOBI,

CX
\/,^

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 -tt - 201b

KABUPATEI{ WAKATOBL

LEfiTBARAf{ DAE$ H KABUPATEiII WAKATOAI TAHUN 2St0 NOtrtOR : e?



g\
n
B

-l 2'O

fr6qY,]C?-t
z

...,o

\\tsF:r

Ji$
r >E
881
d6E

;x
-lo
@

*.i
mz-{
7
6)

t

!6mb
=6)nt
z>
rg,z-ac{<;0c>t!2

.D
mx
2
O
r+
o
m
n
I

m
rOC?ziodAA

Fqt?

Oah>6z1
xE

P iii'ozmm*!fi
-l4aymzUj

>-z>2

xmbora
n|'t=>;=
<=an
tftil
'E$

z

1J
I
o
O!IM>r
.32!om>
z>>z

eg
4. y!

H?T>
sg
t<=>2
EH

lo
=44b

=;E'T>tr
pfi
16

*F,
E;i

sSfErI>o
>X=

rE'"

F
rCm{vc ch

E.3 b"
lI o2l: >>s C)

06 2
9ia

oT>CO
,zic
t=6=oo

z

xmx-tnm:m@!x
>Ov:{ >{f><=zPi
O4z> !1 -
z

tD

20{c
c@lgaG)cte2
3

o
mtrt
m

ls>F,
o2
Rp
gE
XD>zEohnlytizZU,

fEx
o
n

a
cD
o

t2

1
m3co
(,
2

n
o

E[$l
\f


